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Abstrak
 

Tesis ini membahas mengenai hak Wajib Pajak (WP) untuk mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan

yang diterbitkan DJP sesuai dengan Pasal 25 KUP. Tetapi ayat (7) UU KUP 16/2000 mengatakan, keberatan

tidak menghentikan proses penagihan. Persoalan timbul ketika sedang dalam proses keberatan, kemudian

ditagih secara paksa, barang-barang milik WP disita, pemblokiran rekening bank milik WP, pencegahan ke

luar negeri, penyanderaan dan pelelangan atas barang yang telah disita sebelumnya, ternyata kemudian

dalam proses keberatan atau banding WP dinyatakan benar. Oleh karena latar belakang tersebut, maka

pokok permasalahan tesis ini adalah apakah Pasal ini telah sesuai dengan asas keadilan dan telah

memberikan asas kepastian hukum bagi WP. Permasalahan tersebut dibahas dengan menggunakan tipologi

penelitan eksplanatoris, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan ditambah dengan

informasi dari narasumber yang terkait, sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu ternyata Pasal 25 ayat (7)

UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tidak mencerminkan

asas keadilan dan asas kepastian hukum bagi WP.

......

This thesis discusses the right of Taxpayers (WP) to object to an assessment issued by the DJP in

accordance with Article 25 KUP. But paragraph (7) of the Act KUP 16/2000 says, mind does not stop the

billing process. Problems arise when the object is in the process, then billed by force, belongings

confiscated, blocking of bank accounts, abroad prevention, hostage taking and auctions for goods that have

been seized earlier, was then in the process of objection or appeal is substantiated Taxpayer. Because of this

background, the subject matter of this thesis is whether this article in accordance with the principles of

equality and the certainty has given hope to WP. The issues discussed by using the typology of explanatory

research, using research literature and supplemented with information from relevant sources, resulting in a

conclusion that turns Article 25 paragraph (7) of Law no. 16 Year 2000 on General Provisions and Tax

Procedures (KUP) does not reflect the principles of equality and the principle of certainty for WP.
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